Kegiatan

Tanggal/Waktu /Tempat

Pimpinan Rapat

Peserta Rapat

Pembahasan:

NOTULEN RAPAT

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan BPOM tentang
Pencabutan Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana
dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan

15 September 2026/14.00 — Selesai WIB

Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan

Jalan Percetakan Nomor 23, Jakarta Pusat

Gedung Panacea Lantai Il

Ruang Rapat Biro Hukum dan Organisasi

Aplikasi Zoom Meeting, Meeting ID: 459 766 9474,
Passcode: pphukor

Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I,
Kementerian Hukum

Kepala Biro Hukum dan Organisasi, BPOM
Perwakilan Biro Umum, BPOM

Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan

Tim Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II,
Kementerian Hukum

N

1. Rapat harmonisasi rancangan Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar
Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Il, Kementerian
Hukum untuk melakukan penyelarasan rancangan Peraturan BPOM dengan teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan dan substansi.

2. Perwakilan Biro Umum, BPOM menyampaikan bahwa:

a. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan perlu direvisi untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar
Kebutuhan Barang Milik Negara diantaranya:

1) perubahan luas ruangan;
2) efisiensi ruang penunjang; dan
3) mengakomodir kendaraan dinas operasional/jabatan berupa kendaraan

listrik.

b. Selanjutnya Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan akan diatur dalam bentuk Keputusan Kepala

BPOM.
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3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi menyampaikan bahwa:

a. Latar belakang penyusunan rancangan Peraturan BPOM tentang Pencabutan
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan pengaturan
perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara yang berpedoman pada Standar
Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang
Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

b. Ruang lingkup pengaturan dalam rancangan Peraturan BPOM ini memuat
pengaturan sebagai berikut:

1) Rancangan Peraturan BPOM ini memuat pengaturan mengenai pencabutan
terhadap Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun
2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan.

2) Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan BPOM akan
ditetapkan dalam rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang Standar
Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan yang penetapannya akan dilakukan setelah rancangan Peraturan
BPOM diundangkan.

c. Proses penyusunan rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
ini sebagai berikut:

1) penyusunan rancangan pada bulan Februari 2026; dan

2) rapat pembahasan antara BPOM dengan Kementerian Keuangan dan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
pada tanggal 16 Maret 2026.

4. Perwakilan Tim Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Il, Kementerian

Hukum menyampaikan bahwa:

a. Sebagai catatan awal masukan Kementerian Hukum yaitu:

1) perlu dipastikan tidak ada kekosongan hukum sehingga rancangan
Keputusan Kepala BPOM tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan agar segera disiapkan.

2) berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138
Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik
Negara disebutkan bahwa ketentuan mengenai Standar Barang dan
Standar Kebutuhan Barang Milik Negara berlaku sebagai pedoman dalam
penyusunan dan penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara
pada Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2027.

b. Pembahasan dalam rancangan Peraturan BPOM di atas yaitu dasar hukum
mengingat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang
Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara diusulkan
dihapus karena tidak memberikan delegasi.



VI

Kesimpulan Rapat

Rapat Harmonisasi rancangan Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan
Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah
dinyatakan selesai, sehingga dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya pembuatan
Berita Acara dan Surat Selesai Harmon.
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PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SARANA
DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
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Keuangan Nomor 138
Tahun 2024 tentang
Standar Barang dan
Standar Kebutuhan
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Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026

Nomor 61);
et N 138 Tah 2024
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Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BADAN PENGAWAS

OBAT DAN MAKANAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG

a STANDAR ~ SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
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